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Socio-Economic Analysis of Local Papuan Communities Rejecting Transmigration According 
to Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution 
 
Abstract. The economy of Papua Province in 2023 experienced a growth of 5.22 percent, with the main 
contribution coming from the mining and quarrying sector which reached 39.64 percent. from the 
mining and quarrying sector which reached 39.64 percent. sector construction and agriculture, 
forestry, and fisheries also contributed significantly to the economic structure. to the economic 
structure. Although inflation in the main cities such as Merauke, Timika, and Jayapura show a 
downward trend, economic inequality and the need for sector diversification remain a challenge. and 
the need for sector diversification remain a challenge. Through qualitative approach, this study 
collected data from the Central Bureau of Statistics of Papua Province (BPS), journals, articles, and 
other sources. Papua (BPS), journals, articles, and books. review of related literature The Papuan 
people's rejection of the transmigration policy reflects their efforts to maintain their transmigration 
policy reflects their efforts to maintain their rights to customary land and natural resources integral to 
their identity. and natural resources that are integral to their identity. Based on Article 33 Paragraph 3 
of the 1945 Constitution, natural resource management must provide direct benefits for the welfare of 
local communities. for the welfare of local communities. This rejection highlights the importance of 
community involvement in any development policy to ensure social justice, cultural preservation, and 
economic sustainability. 
 
Keywoards: Papua, Economic Growth, Mining Sector, Transmigration Policy, Customary Land Rights. 
 
Abstrak. Perekonomian Provinsi Papua pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,22 
persen, dengan kontribusi utama berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai 
39,64 persen. Sektor konstruksi serta pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memberikan 
kontribusi signifikan terhadap struktur ekonomi. Meskipun inflasi di kota-kota utama seperti 
Merauke, Timika, dan Jayapura menunjukkan tren penurunan, ketimpangan ekonomi dan kebutuhan 
untuk diversifikasi sektor tetap menjadi tantangan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini 
mengumpulkan data dari Hasil Data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (BPS), Jurnal, artikel,  dan 
buku. kajian literatur terkait Penolakan masyarakat Papua terhadap kebijakan transmigrasi 
mencerminkan upaya mereka untuk mempertahankan hak atas tanah adat dan sumber daya alam yang 
integral bagi identitas mereka. Berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, pengelolaan sumber daya alam 
harus memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Penolakan ini menyoroti 
pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan untuk memastikan keadilan 
sosial, pelestarian budaya, dan keberlanjutan ekonomi. 

 
Kata Kunci : Papua, Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Pertambangan, Kebijakan Transmigrasi, Hak 
Tanah Adat. 

 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 

Dalam hal sosial dan ekonomi, Papua adalah negara yang kaya akan sumber 
daya alam tetapi menghadapi banyak masalah yang rumit. Transmigrasi sering 
menyebabkan masyarakat lokal Papua, yang mayoritas adalah penduduk asli, 
terpinggirkan dari proses pembangunan. Ini sangat penting untuk dipelajari, 
terutama ketika berbicara tentang Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa 
bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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Sejak pelaksanaan program transmigrasi di Papua, terjadi perubahan 
signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun program ini 
bertujuan untuk pengembangan ekonomi dan pemerataan penduduk, masyarakat 
adat telah dirugikan. Data menunjukkan bahwa masyarakat adat Jayapura memiliki 
pendapatan per kapita yang rendah, dengan tingkat tertinggi hanya Rp 17 juta per 
tahun. Ini menunjukkan perbedaan yang sangat besar antara penduduk asli dan 
pendatang, yang lebih banyak menguasai sumber daya dan kesempatan finansial. 

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua menunjukkan dinamika yang 
signifikan, terutama dalam sektor pertambangan, konstruksi, dan pertanian. 
Menurut penelitian Ardika Rahmasiwi (2023), pertumbuhan ekonomi inklusif di 
Papua selama periode 2017-2021 masih tergolong tidak memuaskan, dengan skor 
indeks pertumbuhan ekonomi inklusif hanya mencapai 2,37. Hal ini menunjukkan 
bahwa meskipun ada pertumbuhan, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh 
seluruh lapisan masyarakat. 
 
METODE PENELITIAN 

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari Hasil 
Data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (BPS), Jurnal, artikel,  dan buku. 
 
Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap masyarakat lokal Papua 
terhadap transmigrasi serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi 
mereka. Dengan merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, penelitian ini akan 
mengeksplorasi bagaimana kebijakan transmigrasi bertentangan dengan hak-hak 
masyarakat lokal dan bagaimana hal ini berkontribusi pada ketidakadilan sosial yang 
lebih luas.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Alasan Penolakan Masyarakat Lokal 

Masyarakat lokal Papua menolak program transmigrasi karena dianggap 
mengancam hak mereka atas tanah adat dan sumber daya alam yang menjadi bagian 
penting dari identitas sosial, ekonomi, dan budaya mereka.(Alting, 2011) Sesuai dengan 
UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, yang menyatakan bahwa kekayaan alam harus digunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat, masyarakat Papua merasa kehadiran transmigran 
justru sering mempersempit akses mereka terhadap tanah dan sumber daya yang telah 
dikelola secara turun-temurun.(Widyantari et al., 2022) Selain itu, transmigrasi sering 
dilihat sebagai cara untuk mempercepat eksploitasi sumber daya alam Papua yang 
hasilnya tidak dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal, sehingga bertentangan dengan 
prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi.(Amaroh, 2014) 
1) Ketimpangan Ekonomi  

Ketimpangan ekonomi di Papua menjadi isu penting dalam konteks transmigrasi. 
Penelitian oleh Yuniar (2022) menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk 
di Papua menggunakan rasio Gini selama lima tahun terakhir menunjukkan angka 
tertinggi pada tahun 2017 dan 2018, menandakan adanya kesenjangan yang signifikan 
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dalam distribusi pendapatan4. Ketimpangan ini sering kali diperburuk oleh kebijakan 
transmigrasi yang tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat.  
2) Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam  

Penolakan masyarakat Papua terhadap kebijakan transmigrasi sering kali 
berkaitan dengan perlindungan hak atas tanah adat dan sumber daya alam. Berdasarkan 
Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat 
langsung bagi kesejahteraan masyarakat lokal. (Puntodewo et al., n.d.)Penelitian 
menunjukkan bahwa banyak kebijakan yang mengabaikan aspirasi masyarakat lokal, 
sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial.(Sosial, n.d.) 
3) Integrasi Sosial Budaya  

Integrasi antara masyarakat transmigran dan masyarakat adat sering kali 
menghadapi tantangan akibat perbedaan nilai dan budaya. Konflik sosial dapat muncul 
ketika kedua kelompok bersaing untuk mengakses sumber daya yang terbatas. (Tatap & 
Terbatas, n.d.)Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan dialog antarbudaya dan 
melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan 
pembangunan.(Pengembangan & Wisata, 2016) 
4) Kebijakan Pembangunan Inklusif  

Kebijakan pembangunan yang inklusif sangat diperlukan untuk memastikan 
bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat, mendapatkan manfaat 
dari program-program pembangunan. (Yulianto & Hidayatullah, 2014)Rekomendasi dari 
berbagai studi menekankan perlunya penguatan perlindungan hukum terhadap hak-hak 
tanah adat serta keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan 
program transmigrasi.(Rachman & Penempatan, 2015) 
 
Analisis Mendalam Terhadap Alasan-Alasan Penolakan 

Penolakan masyarakat lokal Papua terhadap program transmigrasi dapat dianalisis 
melalui perspektif sosial ekonomi yang berakar pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yang 
menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.(Hernawan, 2016) Bagi masyarakat 
adat Papua, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga sumber identitas budaya dan 
spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Transmigrasi sering kali dianggap 
mengancam keberlanjutan penguasaan tanah adat karena potensi alih fungsi lahan dan 
marginalisasi ekonomi penduduk asli akibat persaingan dengan pendatang. 
(Setyaningrum & Giyarsih, 2010) Selain itu, distribusi manfaat ekonomi sering kali dinilai 
tidak adil, dengan penduduk lokal tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dari 
eksploitasi sumber daya di wilayah mereka. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa 
kebijakan transmigrasi lebih menguntungkan pihak luar dibandingkan masyarakat lokal, 
yang bertentangan dengan semangat Pasal 33 Ayat 3 untuk memastikan kesejahteraan 
rakyat sebagai prioritas utama.(Yulianto & Hidayatullah, 2014) 
 
Hubungan Antara Alasan Penolakan Dengan Nilai-Nilai Budaya dan Adat 

Penolakan masyarakat lokal Papua terhadap program transmigrasi memiliki 
hubungan erat dengan nilai-nilai budaya dan adat yang mereka junjung tinggi, serta 
analisis sosial-ekonomi mereka. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi, 
air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan 
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sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," menjadi landasan bagi masyarakat Papua 
untuk menuntut hak pengelolaan wilayah adat mereka secara mandiri.(Oktaviani et al., 
2022) Transmigrasi dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan adat dan ruang hidup 
tradisional mereka, yang telah diwariskan turun-temurun.(Nababan, 2008) Dari 
perspektif sosial-ekonomi, transmigrasi sering dipandang tidak membawa manfaat 
signifikan bagi masyarakat lokal, melainkan menciptakan ketimpangan akses terhadap 
sumber daya alam yang justru menguntungkan pendatang. Penolakan ini mencerminkan 
upaya masyarakat lokal Papua untuk mempertahankan identitas budaya, kearifan lokal, 
dan hak ekonomi mereka sesuai dengan semangat pasal tersebut.(Pawestri, 2020) 
 
Hasil Data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua 

Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mempublikasikan laporan 
tahunan yang mengulas indikator perekonomian utama di Provinsi Papua. Pada tahun 
2023, perekonomian Provinsi Papua tumbuh sebesar 5,22 persen, meskipun melambat 
dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 8,97 persen. Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku mencapai Rp287,90 triliun, 
sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp181,93 triliun.(De Fretes, 
2007) Struktur ekonomi Papua masih didominasi oleh sektor pertambangan dan 
penggalian yang menyumbang 39,64 persen terhadap PDRB, diikuti sektor konstruksi 
sebesar 13,44 persen, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 10,08 
persen.(Rahayu, 2020) Tanpa memperhitungkan sektor pertambangan, sektor konstruksi 
menjadi yang terbesar dengan kontribusi mencapai 22,26 persen. Dari sisi pengeluaran, 
konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar sebesar 42,78 persen, disusul 
ekspor luar negeri sebesar 33,87 persen.r(Damanik et al., 2024) 

Dari sisi inflasi, Merauke mencatat inflasi sebesar 4,67 persen, Timika 3,51 persen, 
dan Jayapura 1,65 persen, semuanya lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Inflasi 
nasional pada tahun yang sama berada di angka 2,61 persen, sesuai target pemerintah 
sebesar 3±1 persen. (Junaidi, 2018)Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
menunjukkan kemajuan pembangunan, meskipun tantangan seperti ketimpangan 
ekonomi dan kebutuhan diversifikasi sektor ekonomi di luar pertambangan masih 
menjadi perhatian utama. Upaya peningkatan investasi, terutama di sektor non-
pertambangan, terus didorong untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih 
inklusif.(Hasan & Muhammad, 2018) 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, masyarakat lokal 
sering kali merasa bahwa program transmigrasi akan mengancam hak mereka atas tanah 
dan sumber daya alam yang telah mereka kelola secara turun-temurun.(Mambraku, 2015) 
Penolakan ini muncul karena kekhawatiran akan hilangnya akses terhadap sumber daya 
yang menjadi mata pencaharian mereka, serta potensi perubahan dalam struktur sosial 
dan budaya yang telah ada. Masyarakat lokal berpendapat bahwa keberadaan pendatang 
dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi peluang mereka untuk 
berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam.(Firnanda et al., 2020) Dengan 
demikian, penolakan terhadap transmigrasi mencerminkan keinginan masyarakat untuk 
mempertahankan hak-hak mereka dan memastikan bahwa kekayaan alam dapat dikelola 
untuk kemakmuran mereka sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung 
dalam UUD 1945.(Volume 9, 2024, 2024) 
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Dampak Penolakan Terhadap Pembangunan 
Penolakan masyarakat lokal Papua terhadap program transmigrasi dapat dilihat 

dari perspektif analisis sosial-ekonomi dan landasan konstitusi UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, 
yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.(Payage, 2024) Penolakan ini sering kali dilatarbelakangi oleh kekhawatiran 
masyarakat adat akan hilangnya hak ulayat mereka, terancamnya kearifan lokal, serta 
dampak ekonomi yang lebih menguntungkan pendatang daripada masyarakat asli. Selain 
itu, transmigrasi dianggap dapat memicu ketimpangan sosial, marginalisasi, dan konflik 
kepemilikan lahan.(Araafi et al., 2024) Secara konstitusional, masyarakat lokal Papua 
memiliki hak untuk mempertahankan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada 
budaya dan tradisi mereka, selaras dengan amanat Pasal 33 ayat 3 yang mengutamakan 
kesejahteraan semua pihak, termasuk masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah adat 
tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus melibatkan partisipasi aktif 
masyarakat lokal agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.(Arfah & 
Arif, 2022) 
 
Dampak Sosial, Ekonomi, dan Politik 

Penolakan masyarakat lokal Papua terhadap program transmigrasi mencerminkan 
dampak sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Secara sosial, program transmigrasi 
sering dianggap mengancam identitas budaya lokal dan harmoni sosial karena adanya 
potensi marginalisasi penduduk asli oleh pendatang.(Prihatin, 2012) Dari segi ekonomi, 
masyarakat lokal merasa akses terhadap sumber daya alam mereka, seperti tanah adat, 
dapat terancam oleh kebijakan ini, yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 
yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat.(Ketergantungan, 2013) Dampak politik juga signifikan, di 
mana penolakan ini sering kali memicu ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah, 
sehingga menciptakan dinamika hubungan yang rumit dalam konteks otonomi daerah 
Papua. Penolakan ini tidak hanya menjadi simbol perjuangan hak asasi masyarakat adat, 
tetapi juga sorotan atas perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam 
pengelolaan sumber daya di wilayah tersebut.(Politik & Papua, n.d.) 
 
Konflik sosial Yang Timbul 

Konflik sosial yang timbul terkait dengan penolakan masyarakat lokal Papua 
terhadap transmigrasi dalam konteks analisis sosial ekonomi seringkali berakar pada 
ketidaksetaraan dalam pembagian sumber daya alam, akses ekonomi, dan dampak sosial 
budaya yang ditimbulkan oleh program tersebut.(Payage, 2024) Berdasarkan UUD 1945 
Pasal 33 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat, masyarakat Papua melihat transmigrasi sebagai ancaman terhadap 
keberlanjutan hidup dan kebudayaan mereka.(Pamungkas et al., n.d.) Hal ini muncul 
karena adanya ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan dari 
sumber daya alam di Papua, serta kekhawatiran bahwa penanaman penduduk dari luar 
daerah akan mengancam eksistensi mereka sebagai komunitas lokal.(E. D. I. Papua, 2024) 
Selain itu, transmigrasi seringkali dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah yang 
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mengabaikan hak-hak adat dan keberagaman budaya Papua, yang dapat memperburuk 
ketegangan sosial antara pendatang dan masyarakat asli.(W. Papua, 2020) Konflik ini 
memperlihatkan bagaimana ketidakseimbangan antara kebijakan ekonomi nasional dan 
keinginan masyarakat lokal untuk mempertahankan identitas serta penguasaan atas 
tanah dan sumber daya alam mereka menciptakan gesekan sosial yang berpotensi memicu 
ketidakstabilan sosial.(Bustam, 2021)  
 
Implementasi UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 

Implementasi UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 terhadap analisis sosial ekonomi 
masyarakat lokal Papua yang menolak transmigrasi dapat dipahami melalui perspektif 
ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat 
setempat.(Octora et al., 2024) Pasal 33 Ayat 3 menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat." Dalam konteks Papua, yang kaya akan sumber daya alam, 
transmigrasi yang melibatkan pemindahan penduduk dari luar Papua sering dianggap 
sebagai ancaman terhadap hak masyarakat lokal dalam mengelola tanah dan sumber daya 
alam mereka.(Alam, 2002) Masyarakat Papua khawatir bahwa transmigrasi dapat 
mengarah pada marginalisasi mereka, mengurangi akses mereka terhadap sumber daya 
alam yang selama ini menjadi mata pencaharian utama, dan mengancam keberlanjutan 
budaya serta kearifan lokal. Oleh karena itu, penolakan terhadap transmigrasi di Papua 
dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan kontrol atas tanah dan sumber daya 
alam sesuai dengan prinsip UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, yang menegaskan bahwa sumber 
daya alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat, termasuk rakyat Papua, tanpa 
merugikan kepentingan sosial ekonomi mereka. Dengan demikian, penerapan pasal 
tersebut harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Papua dilakukan 
secara adil, mengedepankan kesejahteraan masyarakat lokal, dan memperhatikan 
keberagaman budaya yang ada.(Hidayati, 2017) 
 
Sejauh Mana Pasal Tersebut Melindungi Hak-Hak Masyarakat 

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 mengatur tentang pengelolaan kekayaan alam yang 
dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks 
masyarakat lokal Papua yang menolak transmigrasi, pasal ini memberikan landasan 
hukum yang melindungi hak-hak mereka terhadap potensi eksploitasi dan pergeseran 
kehidupan sosial ekonomi akibat kebijakan transmigrasi.(Rhiti, 2005) Pengelolaan 
sumber daya alam di Papua yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat lokal, harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan 
mereka, termasuk dalam hal penggunaan tanah dan sumber daya alam. Penolakan 
masyarakat Papua terhadap transmigrasi bisa dilihat sebagai upaya untuk 
mempertahankan hak mereka atas tanah dan kekayaan alam yang telah menjadi bagian 
dari identitas dan kehidupan mereka. Pasal ini menegaskan bahwa negara wajib 
melindungi dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal dalam setiap kebijakan 
yang mempengaruhi mereka, termasuk transmigrasi yang dapat mengancam keberadaan 
mereka. Oleh karena itu, Pasal 33 Ayat 3 berfungsi sebagai dasar hukum untuk melindungi 
hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Papua agar tidak terpinggirkan oleh kebijakan 
yang tidak menguntungkan mereka.(Muhdar & Jasmaniar, 2021) 
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Kesenjangan Antara Regulasi Dan Praktik Di Lapangan 
Kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan terkait analisis sosial ekonomi 

masyarakat lokal Papua yang menolak transmigrasi berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 
3 terlihat jelas dalam dinamika implementasi kebijakan transmigrasi di Papua. Pasal 33 
Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa "bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat," yang seharusnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh 
rakyat, termasuk masyarakat Papua.(Era, 2009) Namun, dalam praktiknya, kebijakan 
transmigrasi yang mengalihkan sebagian tanah adat Papua kepada pendatang seringkali 
menimbulkan ketegangan sosial, merugikan hak atas tanah dan sumber daya alam 
masyarakat lokal, serta mengancam keberlanjutan ekonomi mereka. Masyarakat Papua 
yang menolak transmigrasi merasa bahwa kebijakan ini tidak hanya merusak kedaulatan 
mereka atas tanah tetapi juga mengguncang keseimbangan sosial dan ekonomi lokal. Oleh 
karena itu, meskipun regulasi yang ada bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, 
kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa transmigrasi justru memperburuk 
ketimpangan sosial, memicu ketegangan etnis, dan berpotensi merusak kearifan lokal 
yang sudah ada sejak lama.(Arifin, n.d.) 
 
Perbandingan Dengan Studi Sebelumnya 

Analisis sosial ekonomi masyarakat lokal Papua dalam menanggapi transmigrasi, 
jika dibandingkan dengan studi sebelumnya, menunjukkan bahwa penolakan 
transmigrasi oleh masyarakat Papua memiliki akar yang mendalam dalam konteks sosial 
dan ekonomi yang spesifik. Studi-studi terdahulu menekankan bahwa transmigrasi sering 
dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan sosial dan ekonomi lokal, yang 
tercermin dalam ketidaksetujuan masyarakat Papua terhadap masuknya kelompok luar 
yang dianggap mengancam keseimbangan sosial dan budaya mereka. Berdasarkan UUD 
1945 Pasal 33 Ayat 3, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai 
negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, masyarakat Papua 
menilai transmigrasi sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan mereka, karena sering 
kali meminggirkan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Penolakan ini juga 
dipengaruhi oleh ketidaksetaraan ekonomi yang timbul akibat transmigrasi, di mana 
sebagian besar hasil alam Papua dieksploitasi untuk kepentingan orang luar tanpa 
memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena 
itu, meskipun terdapat kebijakan transmigrasi yang dirancang untuk pemerataan 
pembangunan, realitas sosial ekonomi masyarakat Papua menunjukkan adanya 
ketegangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan hak-hak lokal, yang 
membuat penolakan terhadap transmigrasi tetap kuat dan relevan dalam konteks hukum 
dan sosial mereka. 
 
Analisis Swot 

Analisis SWOT terhadap isu penolakan transmigrasi oleh masyarakat lokal Papua 
menurut UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 dapat dilihat dari berbagai perspektif.  
1) Strength (Kekuatan): Penolakan ini mencerminkan upaya masyarakat Papua untuk 

mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam yang menjadi bagian dari 
identitas dan keberlanjutan hidup mereka, sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan 
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dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus 
dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  

2) Weakness (Kelemahan): Di sisi lain, penolakan ini bisa menghambat upaya 
pemerintah dalam memitigasi ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah-daerah lain, 
yang membutuhkan distribusi penduduk melalui transmigrasi.  

3) Opportunity (Peluang): Isu ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk 
menyusun kebijakan yang lebih inklusif, yang menghargai hak-hak lokal, serta 
memberi ruang untuk keterlibatan masyarakat Papua dalam perencanaan 
pembangunan.  

4) Threat (Ancaman): Ancaman yang mungkin timbul adalah ketegangan sosial antara 
pemerintah dan masyarakat lokal, yang dapat memperburuk hubungan antar 
kelompok serta menambah kerawanan dalam pembangunan jangka panjang. Konflik 
kepentingan antara pemerataan pembangunan dan pelestarian hak lokal menjadi isu 
yang sangat penting untuk ditangani secara bijaksana. 

  
KESIMPULAN 

Berdasarkan data dan analisis yang tersedia, perekonomian Provinsi Papua 
pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,22 persen, dengan kontribusi 
utama berasal dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 39,64 persen. Sektor 
konstruksi serta pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memberikan kontribusi 
signifikan terhadap struktur ekonomi Papua. Meskipun inflasi di tiga kota utama 
(Merauke, Timika, dan Jayapura) menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun 
sebelumnya, ketimpangan ekonomi dan kebutuhan diversifikasi sektor ekonomi 
tetap menjadi tantangan utama. Penolakan masyarakat Papua terhadap kebijakan 
transmigrasi juga mencerminkan upaya untuk mempertahankan kedaulatan atas 
tanah adat dan sumber daya alam yang menjadi bagian integral identitas mereka. 
Berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, masyarakat lokal menilai pengelolaan sumber 
daya alam harus memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan mereka. 
Penolakan ini menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam setiap 
kebijakan pembangunan untuk memastikan keadilan sosial, pelestarian budaya, dan 
keberlanjutan ekonomi. 
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